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Mengrngat

Menimbang

a. batrwa untuk melaksanakan pcmbangunan. nasional
dimana safafr saftr bagiannya adafah pcoanggulangan
bencanamenrpakan tanggung jawab pcmcrintah baik
pusat nrauprrn daeratr;

b. batrwa kondisi wilayatr di lGbupaten Buol yang rawan
bencana, serta optimalisasi koordinasi pcoJdcogaraan
penanggulangan bencana perlu peniq.gkatan status
Badan .Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten
Buol menjadi Klasifikasi A;

c. batrwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam N%Eri
Nomor 46 Tatrun 2OO8 Tentang Pedoman Or$nisasi
Dan Tata Kerja Badan penangulangan Bencana
Daeralr perlu menrbsh Peraturan Dacoah lrang
mengahrr tentang Organisasi dan Tata l(crja Badan
Penanggulangan Bencana Daeratr di lkbupatcn Buol;

d. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagpimana
dimaksud dalam hdmf a, hunrf b dan huruf c, perlu
menetapkan Pembatran atas Peraturen Dacrah Nomor

08 Tatrun 2OLg tentang Organisasi den Tata lGrja
Iembaga Lain Bagian dari pcrangFat Daerab

Ihbupafen Buol;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera

Republik Indonesia Tatrun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 t€ntsng
Pembenhrkan Ihbupaten Ehrol, I(abupateo Morowali
dan Ihbupaten Banggai Kepulruan ( Lanbaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nonor 179'

,!



a

J.

Tambahan Lembaran Negara RcPublil< Indonesie

Nomor 39o0) Sebagoirnan" tetah diubah deogptl

Undang-Undang Nomor 11 Tahua 20@ tcntang
peruUatran Atas Undang-Undang Nomor 5l tahun

Iggg tentang Pembentukan tGbupatllr Ehrol'

Kabupaten Morowali dan t(abupetecr Banggai

fepiauan ( kmbaran Negara Republtk Indonesiia

tahun 2OOO Nomor 78' Tambahan Lembaran Negare

Republik Indonesia Nomor 39661;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 t€rrtang
pemeriitahan Daeratr (kmbaran Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambabs!
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dcogan Pcraturaa
pemerintah Pengganti Undang-Uodang Nomor 2
Tahun 2O14 tentang Perubahan atas Uadang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang herintabstr Daerab

(kmbaran Negara Republik ladooesira Tabun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesi,a Nomor 5589);

Peraturan Pemerintatr Nomor 41 tabuo 2007 tcotang..f,

Organisasi Peranglat Daerah (Leiobqran Negara

neiuUfit IndonesiaTahun 200? Nomor 89, Tambahsn

l-emUaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. peraturan rraenteri Dalp'. Negeri Nomor zS6 Tshuo

2OO8 Tentang Pedoman OrgaDisesi Dan Teta IGda

Badan Penanggulangan Bencana Dacrab;

6. Peraturan Uenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun- 
iOOZ tentang Petunjuk Teknia Peoataa! Organisad

Perangla.t OLrafr sebagairnana t€t+ diuql dcogan

Peratti:an Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tabua

lofo tott"rrg Perubahan atas Fratlrraa Mcoteri

Dalarn Negeri No-ot 57 Tahun 2007 tcotalg Fetunjuk
Teknis penataan Organisasi Ferangkat Daerah (B€rita

Negara Republik lndonesiaTahun 2O1O Nooor 534;
7. Perlturan Daerah Kabupaten Buol Nooor O8 Tahun

2013 tentang Organisasi dan Tata l(erja lcmbagp Lain

Bagian Dari Perangkat Dacrah lGbupatco Buol

if.irU.t"o Daerah Kabupaten Buol Tabun 2ol3
Nomor 19);

Ilcngal Pcr.ctqlur! BGil8!'
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Pald I
BeberapaketentuandalamPeraturan Da€rah Kabupatco Buol-Nomor-O8

Tahun 2013 tentang otS"Jsasidt" Tata Kerja rrnUaga IaiD Bagian Dari

Perangkat Daerah K"d;;t"tt Buol flemlraran Da€rab lGbupaico Buol

iJnti zors Nomor 19), diubahsebagaiberikut :

1. Ketenfiran anfl<a6 dan angkal2 Pasal 1 diubah' schirggp &cecluruban

Pasal 1 berbunYi sebagai berikut :

Patd 1
Dalam Peraturan Daeratr ini yang dimakeud dengaa :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ehrol

2. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Dscrah scb€gai uasur

3.
4.
5.

penyelenggara Pemerintatran Daerah'

ia.n"" Dirah adalah Bupati Buol yang selaqjutnya disebut Brpati'

seLetaris Daerah adalah selcetaris Daerah l{abupatco Buol.

pemerintatr daerah adafah penyelenggara uruean pqncdntahan

daerah otonom oleh oleh Pemerintah Daemh dan DPRD Ecnurut

Ls otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

f"satuan Republik lndonesia sebagaimana dirnclrsud dafan

undang-Undang Dasar 1945'

J*u"i* lain ;dahh lembaga yang melaksanakan tugr dao furgsf

sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangpn de! tugag

pemerintahan umum lainnya terdiri dad Selsstedat Bada!

Narkotika Kabupaten, Badan Penanggulanggn B€lncala Dacrab'

Sekretariat Dewan Pengunrs Pengunrs Korps Pegawai Ncgpri Sipil

Sebagai Bagian dari Peranglat Daerah'

Sekretariat Dewan eeng;s Pengunrs Korps 
-Pegglrat 

NGgEri Sipil

t"* *"".l"tnya disebut Sekretariat Dewan peoggrut Kabupat€o

KORPRI adalahh Sekretariat Dewan Pengurue KahrPat€o KORPRI

KabuPaten Ehrol.

Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya dirnrurat sNK qdarab

Badan Narkotjka Kabupaten Buol'

Badan Narkotika NasJ, yang selanjutn;ra- qidndiat Bm{ adalab

lembaga Non-StruKural 
-yt"g 

berkedudukan dtbawah @
bertariggung jawab langsung kepada Presiden'

6.

7.

9.



1O. Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan, dan Fcredaran Celap
Narkotika selanjutnya disingkat P4GN.

11. Ketua Pelaksana Harian Badan NarkotiLa l&bupatco yang
selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selaqiutnye diringknt
BPBD adalah Badan Penanggulangan Et€ncaia Dacrah lbbupa:tco
Buol.

13. Badan Pelaksana Fenyufuh Pertanian, peritanan, 'tan lGhutanaa
yang setranjutrrya disingkat BAPELUH adalah Badan Felaksana
Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehuiarrpa Kabupatfo BuoL

14. Satuan polisi pamong Praja Kabupaten daa Satuan Folisi pamong
Praja Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya dirrngkat SaL FoL
PP. adala-h bagian penangkat daerah d^lairr pcoega&Lan pcfiatural
daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketcrtiban uE D, derr
ketentraman masyarakal

15. Kantor Pelayanan perijinan Terpadu yang sete4iuqra dieingkat
KPPT adalah kantor pelayanan perijinan Terpadu Kabupatca Buol.

16. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adetoh Lcgiatn,,
penyelenggaraan perizinan dan non-pcrizinan yalg proses
pengelolaannya mulai dari tatrap permohonaa sarnpat kctabae
terbitnya dokumen .lilelnlkan sccara terpadu detArn gatu dtlfu daD
satu tempat.

2.

3.

17 -Tfun Teknis adarah kelompok keqia yang tcrdiri dsd r'aur-unsur
satuan kerja perangkat Daerah terkait yang mernpunyai
untuk memberikan pelayanan perizinan.

18' unit Pelyanan perizinan Terpadu adalah bsgian paa'gkat daerah
berbentuk kantor pelayanan perizinan tclradu, mcrupakan
gabungan dari unsur-unsur perangkat &erab yng mcnpunyai
kewenangan dibidang perizinan.

19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Ketentuan ayat (2)pasal 3 diubah, sehingga berbunyi ecbagai berik't :

Pud3
(U BPBD berada di bawah dan betanggungjawab kepada Bupeti
(2) BPBD di pimpin oleh kepada Badan secara o-ofrcio oteubdetaris

Daerah.

Ketentuan huruf a, huruf e dan huruf h pasal 4 diubah, schfuryA
berbunyi sebagai berikut :

Pcral 4
BPBD mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penenggulanggan bencana yang mencakup penoegahan bcocana,



penanganan darurat, rahabilitasi, s€rta rekontnrksi secata adil dq7|
setara;

b. menetapkan standatisasi serta kebuhrhan
penanggulangan bencana berdasarkan pcrafutan pcrundang-
undanagan yang berl,aku;

c. menJrusun, menetapkan , dan menginformasikan pcta rawan
bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap pcaanganan beocana;
e. melaporkan penyelengaraan penanggulanea! bencana kepada kepala

Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal drn sretiap eaat
dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barans
g. mempertanggung jawabkan penggunaan enggaraa yang ditcrima dari

APBD;dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati scsuai dengan

tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah, seiiqgga berbunyi
sebagai berikut :

Paral 5
a. Perumusan dan penetapan kebijakan telsnio pcnanggutangan

bencana dan penanganan pengungsi dengaa bertindek ccpat" tepaf,
efektif serta efisien; dan

b. Mengkoordinasian pel,aksanaan kegiatsn p€nangularrgarr bencana
secara terencana, terpadu dan merryeluruh.

5. Ketentuan ayat (2)Pasal 6 diubah,diantara ayat (2) daa ayat (3)
disisipkan 3 (tiga) ayat,yakni ayat (2a1, ayat (2b) ryat (2c), serta
ditambahkan 2 ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), seldngga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pa'rat 6
(1) BPBD terdiri atas :

a. Kepala;
b. Unsur Pengarah Penanggulangan !s11g91191 dcn
c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Elencata.

(21 Mekanisme pemilihan dan penetapan Ungtrr Pcogarah
Penanggulangan Etencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan nerunOang-uaaanga!.
(2)a. Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jaweb langsung

kepada Kepala BPBD.
(2)b. Unsur Pengarah BPBD mempunyai tueas mcnbcrlkan oasukaa

dan sasaran Kepada Kepala BPBD dalam peoanggulangan
Bencala.



(2)c. Dalam melaksanakan tugas sebqgqirnan4 dirnnksud pada ayat (2),
unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun konsep pelaksanaan kebiioko'. pcolngulangsn

bencana;
b. memantau; dan
c. mengevaluasi dafam penyelenggaraan pcoangulangaa

bencana.
(3) Unsur Pelalsana Penanggulangan Bencena sebageimanr dtrrlalrcutl

pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertangung jawab
kepada Kepala BPBD.

(41 Unsur Pelaksana Penanggulangan sebagaimana rtirnqh{rd pada
ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala pelaksana lraDg mc@banhr
Kepala BPBD dalam melaksanakan tugns dan ftrngsi unsur
pelalsana BPBD.

(5) Unsur Pela_ksana BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dapat membentuk Satuan T\rgas sesuai dengan kcbuhrban.

(6) Satuan Tugas sebagaimsma rrirnskeg6 pade a;rat (S) -e-trunyaitugas untuk melaksanakan tugas badan eesual dengan
keahlian dan kebutuhan.

6. Ketentuan ayat (l)Pasal 8 diubahsehingga berbunyi scbagai berikut :

Perrl 8
(1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Buol terrdiri atas :

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretaris Pelaksana, membawahi:

1. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
2. Sub Bagian program dan pelaporan; dan
3. Sub Bagran Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiag^an , Eembawahi:
1. Seksi pencegahan ; dan
2. Seksi ke siap siagaan;

d. Bidang kedaruratan dan logistik, membawahi:
1. Seksi kedaruratan ; dan
2. Seksi Logistik

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menbahi;
1. Seksi Rehabilitasi; dan
2, Seksi Rekonstruksi

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur Organisasi BPBD lGbupaten hrol scbagaimana

dimaksud pada ayat (U tercantum dalam Isopiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perattuan dacrah ini

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugae dan fulpi BPtsD

diatur dengan Peraturan BuPati.



7. Ketentuan ayat (U dan ayat (2)Pasal 9 diubah den ditambahkan 3 (tigd
ayat yalni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :

Perl 9
(1) Kelompok jabatan Fungsional pada badan Penanggutangan bencana

Daerah mempunyai tugas melnksanakan ecbagiaa tugEs badan
sesuai dengan keahlian dal kebutuhan .

(2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejrrrrilah tcnaga fungsionaf
yang di atur dan ditetapkan berdasarkan pcaturan pcrundang-
undanagan.

(3) Kelompok jabatan fugsional sebagaimana rlirnakrud pada a''at (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ;lirngk+t dan
diberhentikan oleh Ehrpati atas usul sekretaris Dacrah dengan
berpedoman pada peraturan p€rundang-undangrrr.

(a) Jumfah tenaga fungsional selagail-ren dirncksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan kebutuhanm dan beban kcrja yang ada .

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditctapkan bccrdasarkan
peraturan perundang-undngan.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2)pasal 1O diubab dan ditambabkan 1
(satu) ayat,yalmi ayat (3), sehingga pasal 10 berbunyi scbagi bcrikut :

P8..1 1()
(1) Kepafa Pelaksana BPBD merupakan jabatan Btnrkhral eectolr tr. b.
(2) Sekretaris BPBD dan kepala Bidang BpBD mcrupa&aa jabatan

Strukhrral eselon III. b.
(3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi BpBD Ecrupakan jabatan

struktural eselon W. a.

9. Diantara Pasal 53 dan pasal s4 disisipkan 1 (satu) pasar yakni pasar
53A sehingga berbunyi sebagi berikut:

Puaf 53
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, scruruh jabatan dan
pejabat yang ada di lingkungan Organisasi Leabaga Lain Begtan dad
Perangkat Daerah l(abupaten Buol yang diangkqt bcrrdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor O8 Tahun 20fg tcntang
Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Lain Bagian Dari Fcrangkat Daerab
Kabupaten Ehrol,

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai deognn dilantik aesuai

dengan peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan La$piran I diubah sehingga bcrbunyi ecbagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagiarl tidak tcrpisabkaa

dari Peraturan daerah ini.



Patd II

Peraturan Daerahini mulai ertaku Pada tanggal diudanggkan"

Agar Setiap Orang rnenggtahuinya, memeriirtahkao ncogufidaDgp
peraturan Daerah ini dengan Penempa.tannya Dcb'n l-@baran DaCrd
Kabupaten Buol.

I

Di tetadsodi&lol
Pada taFotAt lo-C-2015

BUOLTAI{UN 20ra I{OMOR 6o

di Buol
tanggal r8t4^"'i4, 2015


